
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 
ayat ( 1) dan ayat ( 2 ) Peraturan Daerah N ornor 
4 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik , maka 
perlu disusun Pedoman Penyusunan Standar 
Pelayanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Pelayanan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Langkat. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANGKAT, 

PERATURAN BUPATI LANGKAT 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

BUPATILANGKAT 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

·I SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l 4 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5507) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja; 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adminisoasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
N omor 5 Tahun 1982 ten tang Pemindahan 
Tbukota Kabupaten Daerah Tirrglca t TT Langkat 
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai 
Ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Langkat ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 9 ); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
10 Tahun 1986 ten tang Perubahan Batas Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah 
Tingkat IT Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat IT 

Deli Serdang ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3322 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5357); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Rcformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Pemerintah Kabupaten / Kota; 

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Ref ormasi Birokrasi N omor 15 
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 
Pelayanan; 

12.Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2016 ten tang Penilaian Kepatuhan Terhadap 

Standar Pelayanan Publik; 

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 201 7 ten tang Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik; 
14. Peraturan Menteri Penda.yagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik; 

15. Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 138 Tahun 
201 7 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 
2017 Nomor 1956); 

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat; 
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menyesuaikan dan menetapkan Standar Pelayanan 
berdasarkan Peraturan Bupati ini selarnbat­ 
lambatnya 1 ( satu ) tahun sejak Peraturan Bupati 
ini diundangkan. 

Ka bu paten wajib Langkat Pemerintah 

Pasal 3 
Pada saat Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku, 
Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan 

Pasal 2 
Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Publik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan 
sebagai acuan dalam Penyusunan Standar 
Pelayanan Publik bagi Penyelenggara Pelayanan 
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Langkat. 

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN LANGKAT. 

MEMUTUSKAN : 

18. Peraturan Bupati Langkat Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Langkat; 

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Pelayanan Publik ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Langkat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah N omor 56 ) ; 
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1 005 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR s 

INDRA SALAHUDIN 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, 

Diundangkan di Stabat 
pada tanggal ~8 - 3 - 2022 

SYAH AFANDIN 

ttd 

Plt. BUPATI LANGKAT 
WAKIL BUPATI 

Ditetapkan di Stabat 
pada tanggal ~8 - ?> - 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Langkat. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Pasal 4 
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Sebagaimana diarnan.atkan Urrd.arrg-Urrd.arig Nomor 25 

Tahun 2009 terrtarig Pelayanan Publik, bahwa seoap 

penyeleriggara, pelayanan publik, baik yang membcrikan 

pelayanan kepada masyarakat secara langsurig ma'uptm tid ak 

langsung wajib menyusun, menctapkan, dan menerapkan 
Standar Pela_ya.nan unluk set.iap jerris pelayarian sebagai totok 
ukur dalam penyclenggaraan pelayanan di Hngkungan masing­ 

masrng. 

Selanjutnya penyelenggaraan Pelayanan Pu blik di 

J"ingkungan Pemcrintah K, bu oaten La n~.kr1.t dalam bcber apa hal 

bc1um bcrjalan sebagatms.na dib ar-apkari. Untuk rnengata si 
korid'isi ini. ocrlu komitrnn yang tegas dan ielas dari pirnpirian 

trrnt peiayanan p'ubhk urrutk menctapkan suatu acuan datarn 
pen ingkaran lcu alit.as pelayarian publik. 

Sctiap unit penyelenggaran pelayarian b artrs memihki 
Standar Pelayanan yang harus diinfor-masikan kepada 

masyara kat scbagai penerima pe]ayanan. Sehubungan hal 

tersebut, perlu ditelapkan Peraturan Bupari Larigkat tcntang 
Pcdoman Standar Pclayarian di Lingkungan Pemcrintah 
Kabupa Len Langkat. 

A. Latar BeJakang 

BABI 
PB:NDAHULUAN 

PEDOMAN PENYUSUNAN STANUAR l->8LAYA..NAN 

DI LJNGKUNGAN PEMERJNTAH KABUPATEN LANGKJ\.T 

LAMP!RAN PERATURAN BUPA'J'J LJ\NCKI\T 

NU MOX r; TA1 iu N 20'.l'.t 

'l'ANGGAL ~8 - ~ - 2022 

TENTANG PEDOMA.N PENYUSUNAN STANDt\R 

P8LAYANAN DI LINGKUNGAN 

Pf~ME~INTAH Kl\HlJPATEN LANGKAT 
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penyelcriggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemertntarian yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 

A. Pengcrrian U mum 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 
1. Daer ah adalah Kabupaten Langkat. 
2. Pemerirrtahan Daerah ad ala h Pcnyelenggaraan urusan 

Pcrneri.o tab an oleh Pcmerintah Dacrah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah mcnurut asas otonomi dan tugas 
pem.bantuan dengan prinsip otonomi scluas - luasnya dalam 
sistem dan prm.sip Negara Kesarucn Republik Indonesia 
scbagairnaria dimaksud dalam Undang - Undang Dasar 

Negara Repu blik Indonesia 
3. Pemerintah Dacrah adalah Kcoala Daerah sobaaai unsur ~ - 

BABU 

PENGERTlAN DAN PRlNSfP PEJ\TVUSUNAN 

STAl'\SDAR PELAYANAN 

C. Ruang Lingkup 
Ruang lingl<up Pedorrian Standar Pelayanan ini meliputi 

penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayariari 

scsuai dcngan arnariat Peraturan Pemcrintah Nomor 96 Tahun 
2012 ten tang Pelaksanaan Un dang- Un dang Nornor 2b Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik 

rnemberikan kcpastian, rncnirigkat.kan kualitas dan kincrja 
pelayariari sesuai derigan kebutuhan m.asyaralcat dan sclaras 
dengan kemampuan penycleriggara sehingga mendapatkan 

kcpercayaan m asyaraka t. 
2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan 

Pernerirrtah Kabupatcn Le ngkat ad alah agar setiap 
penycleriggara pelayarian mampu menyusun, mcnetapkan 
dan menerapkan Standar Pclayariari dengan baik dan 
konsisten. 

untuk adalah l..,;;:t .. ngk a l. rn i Pemerirrtah Kabupaten 

R T'uj uo n d:Jn Sasaran 

1. T'uj uan Pedomari Stand ar Pelayarian di Lingkungan 
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4. Bu pati adalah Bupati Lariglcat. 

5. Pcrarigkat Daera h adalah unsur pcmbantu kepala daerah dan 
DPRD datarn penyelcnggaraan Urusan Pemerirrtah an yang 

menjadi kewenangan Daerah. 
6. Unit Pelakaaria Tcknis Dinas/Badan yang sclanjutnya 

disebut UPTD/UPTB adalah unsur pele ksaria tekriis 

opcrasional f)inas/Badan untuk melaksanakan sebagian 

urusan Dinas/Badan di lingkungan Pemerirrtah Daer'ah, 

7. Pelayanan Publik adalah kcgiatan atau r arigkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pclayanan sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan bagi sctiap warga 
negara dan pcnduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggaran pelayanan 
publik. 

8. Penyelenggara Pelayan.an Publik yang selanjutnya disebut 
pen.yclcnggara adalah setiap instit.usi pcnyelenggara riegara, 
korporasi. Lem.baga lndependen yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang untuk kegiatan Pclayanan .Publik, dan 

Badan Hulcum lain yang di berrtulc scm.at-mata untuk 

Pclayanan Publik. 
9. Perangkat Daer ah yang selanjutnva di singkat PD adalah 

unsur pembantu Kcpala Dacrah dan Dewan Pcrwakilan 
Rakyat Daerab daJam Penyeleriggar aan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kcwcnangan daerah ~ 

10. Organisasi Penycleriggara pclayanan publik yang selanjutnya 
disebu t organisasi pcnyclenggara adalah satuan kerja 
penyelcnggara pclayanan publik yang bcrada di lingk:ungan 
instiutsi pcnyclcnggara ncgara, korpora si, lembaga 
independcn yarig dibcntuk bcrdasarkan Undang - Undang 
untuk kcgiatan pelayarran publik dan badan hukum lain yang 
dibentuk scmata - mata untuk Iccgia.tarr pelayanan p'ublik, 

11. Standar Pelayanan adalah tolak uk:ur yang diperguriakan 
sebagai pedoman pcnyelcnggaraan pclayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kcpada rnasyar'akat dalam rangka pclayarian 
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
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admiriiatra.si dan mariajemen yang menjadi bagian dalam 
sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik. 

13. Maklumat Pelayarian adalah pernyataan tert.ulis yang berisi 
kcseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam 
St..andar Pelayarrari Publik. 

J 4. Sistem lnformasi Pelayanan Pu blik yang selanjutnya discbut 
Sistcm Inforrna si adalah r-arigk aia n kegitari yang melipu ti 
penyimpanan dan pcngelolaan informasi serta mekanisme 
periy arup aia.n iriforrna si dari Penyeleriggara kepada 
masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, 
tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan / at.au 
bahasa lokal, serta diaajikari secara menaual ataupun 
clcktronik. 

15. Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 
informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda 
- tanda yang mengandung nilai, makna dan pesa., baik data, 
fakta maupun penjelasannyayang dapat dilihat, diderigar dan 
dibaca vagn disaiikan dalam berbagai kemasan dan format 
scsuai dengan perkembangan tekhnologi iriforrna.si dan 
komunikasi sccara. elektronik maupun non elektronik. 

16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara 
maupun penduduk sebagai orang per seora ngan , kelornpok, 

maupun badan hukum yang bcrkcdudukan scbagai 
pencrimu manfaat pclayarran publik, balk secara Ianastrng 
maupun tida'k Iarigs'urig. 

17. Pihak Ter kait adalah pihak yang diariggap kompcncn dalam 
mcmberikan masukan terb adap pcnyusunan dan penerapan 
pcnycnggaraa.n pelayanan Publik. 

18. Pelaksana Pelayanan Publik yang sclanjutnya disebut 
Pelaksana adalah pcjabaz, pogawai, pcrugas dan. setiap orang 

yang bckcrja di dalam organisasi penyelcnggara yang 
bertugas melaksanakan tindakan atau serarigkaian tindakan 
pclayanan p'ublik, 

unsur-unsur adalah Pelayarrari Standar 12. Komponcn 
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bahan diskusi dengan masyar-akat.Partiaipaei Masyarakat. 

Pada awal penyusunan Standar Pelayanan, organisasi 

penyelengga:ra pelayanan, merniliki kewajiban untuk menyusun Standar 
Pelayanan berupa Rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai 

A. Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan 

BAB III 
PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN 

STANDAR PELAYANAN 

B. Prirrsip Penyusunan Stan.dar Pelayanan 
Dalarn rnerryuauri, tnenelapkun, dan menerapkan Standar 
Pelayanan dilakukan dengan memperhati.kan prinsip: 

l. Sederhana. 
Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, 
mudah djlaksanakan,mudah diukur, dengan prosedur yang 
jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun 

penyelenggara. 
2. Partisipatif 

Penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan 
masyarakat dan. pihak terkait untuk membabas bersam.a dan 
mendapatkan keselarasan atas dasar komitrrien atau hasil 

kesepakatan. 
3. Akuntabel 

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan Publik harus 
dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. secara 
konsisten kepada .pib.ak yang berkepentingan. 

4. Berkelanjutan 
Standar Pelayan.an harus terus-menerus dilakukan perbaikan 
sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan .. 

5. Transparansi 
Standar Pelayarran ha.rus dapat deriga n m.udah diakses oleh 

masvarakar. 

6. Kcadilan 
Standar Pelayanan Publik harus menjamin bahwa pelayanan 
yang diberikan dapat menjangkau serrrua rriasyaralcat yang 
berbcda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan 
perbcdaan Icapabi litas fisik dan mental. 
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Sebelum memulai penyusunan rancangan, penyelenggara 
pelayanan terlebih dahulu perlu mengidentifikasi Standar Pelayanan yang 
sud ah ada se belum nya, 

Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utarna 
dalam menyusun Rancangan Standar Pelayanan selanjutnya. Melalui 
Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah 
tertata dengan baik dan permasalahan yang tcrjadi dalam penerapan 
Standar Pelayanan tersebut. 

Komponcn Standar Pelayanan Publik adalah komponen 
yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen 
yang menjadi bagian dalam sistem dan proees penyelenggaraan 
pelayanan p'ublik. Komponen Standar Pclayanan scbagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik dalam peraturan ini dibedakan menjadi 2 

(dua) bagian yaitu : 
A. Komponen Standar Pclayanan Publik yang tcrkait dcngan 

proses penyampaian pelayanan ( service point ) meliputi: 
a. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain 
yang harus dipcrruhi dalam pengurusan suatu jeriis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun admini.stratif. 

b. Sistcm, Mekanismc dan Pro scd'ur 

Proscdur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi 
perierirna pcJayanan. 

c. Jaogka Waktu Pelayanan 
Waktu Pelayarian adalah j angka wa ktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap 
j enis pelayanan. 

d. Biaya I Tarif 

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 
layanan dalam merig'ur-u s dan/ atau memperoleh 
pelayanan dari pcnyelenggara yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

e. Produk Pelayanan 
Prociuk pelayarian adalah hasil pelayanan yang diberikan 
dan diterirna sesuai dcngan ketcntuan yang ctitet.apkan. 
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penyelenggaraan pelayanan termasuk peralatan dan 
fasi1itas yang diperlu kan bagi kelompok rerrtan , 

3. Kompetensi Pelaksana 
Kompetensi Pelaksana adalah kemam.puan yang harus 
dimiliki oleh setiap pelaksana meliputi pengetahuan, 
keahlian, keterampilan dan pengalaman. 

4. Pengawasan Internal 
Pengawasan lnternal adalab siatem pengeridalian intern 
dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan 
satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. 

5. Jumlah Pclaksana 
.Jumlah Pelaksana adalah tersedianya jumlah pelaksana 
sesuai dcngan bcban kerja. 

6. Jaminan Pclayanan 
Jam.inan pelayanan adalah memberilcan kepastian 
pelayanan yang dilakukan sesuai Standar Pelayanan. 

7. Jaminan keamanan dan kcselamatan pelayanan 
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan adalah 
berrt.uk. k.om.i.trn err untuk memberikan. rasa a.man, bebas 

dari bahaya, resiko dan keragu-ragu.an. 
8. Evaluasi kinerja pelaksana 

Evaluasi kinerja pelaksana adalab. penilaian untuk 
mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan ses'uai 
Standar Pelayanan. 

adalah 
dalam 

B. Komponen Standar Pelayanan Publik yang terkait dengan 
proses pengelolaan pelayanan { manufacturing ) di internal 

organisasi meliputi : 
1. Dasar Hukum 

Dasar Hukum adala h peraturan perundang-undangan 
yang m.enjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. 

2. Sarana dan Prasarana, da:n/ atau Fasilitas 
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas 
peralatan dan fasilitas yang diperhakari 

f. Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi 
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata 
cara penanganan pengaduan dan tindak 1anjut. 
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Langkah-Iangkah yang harus dilakukan dalam penyusunan 
Rancangan Standar Pelayanan adalah: 

1. Identifikasi Persyaratan Persyaratan 
Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal Jain) yang 
harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 
persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan 
merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses 
penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan 
perundangundangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa 
dokumen atau barang/hal lain, tergantung kebutuhan masmg­ 
masing jenis pelayanan. 
Cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi persyaratan 
pelayanan adalah dengan melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja 
yang diperlukan untuk penyelesaian proses pelayanan. 

Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan selain perlu 
memperhatikan komponen Standar Pelayanan, organisasi 
penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi jenis 
pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanan. Fokus pada 
spesifikasi jenis pelayanan ini penting untuk menghindari kesalahan 
dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur maupun biaya 
pelayanan. 

Sedangkan untuk komponen Standar Pelayanan yang terkait 
dengan pengelolaan internal pelayanan proses pengembangan dan 
penyusunannya diserahkan pada masing-masing orgamsasi 
penyelenggara pelayanan. Komponen ini menjadi bagian yang perlu 
diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan masyarakat. 

Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan 
dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan 
berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar 
Pelayanan pada bagian ini yang sekurang-kurangnya wajib 

dipublikasikan. 

Dalaro peraturan mi yang menjadi fokus dalam proses penyusunan 

Standar Pelayanan adalah komponen Standar Pelayanan yang terkait 

dengan penyampaian pelayanan. 
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4. ldentifikasi Biaya/Tarif 
Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mcngurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
antara penyelenggara dan masyarakat. 
Proses identifikasi biaya pe1ayanan juga dilakukan berdasarkan 
setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa biaya yang 
diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada proses 
ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan dibebankan 

3. Identifikasi Waktu 
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 
pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap 
proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan 
untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan. 
Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis 
pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul 
memperhatikan baik proscdur yang mengatur hubungan dengan 
pengguna layanan, maupun prosedur yang mengatur hubungan 
an tar petugas. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah waktu 
yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan. 

2. Identifikasi Prosedur 
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima 
pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus 
dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang 

diperlukan. 
Disamping itu, penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar 
Operasional Prosedur (SOP). Hasil yang diharapkan dari tahapan ini 
adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan 
Standar Operasional Prosedur. 

Untuk mempermudah dalam proses penyusunan rm, Standar 
Pelayanan yang sudah ada sebelumnya dapat dijadikan rujukan. 
Dalam proses identifikasi persyaratan pelayana, juga perlu 

diperhatikan apakah persyaratan itu disampakan di awal, diakhir 

atau secara bertahap sesuai kebutuhan. 
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Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila 
terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam 
internal organisasi penyelenggara. Hal-hal lebih rinci terkait 
pengelolaan pengaduan ini dilalrukan sebagaimana peraturan 
terkait yang berlaku. Hasil-hasil yang diperoleh dalam setiap proses 
identifikasi Standar Pelayanan tersebut, selanjutnya rnenjadi dasar 
bagi penyusunan Standar Pelayanan untuk membuat Rancangan 
Standar Pelayanan. 

6. Penanganan Pengelolaan Pengaduan 
Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme 
pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan 
yang banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran, sms, 
portal pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima 
pengaduan. Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu 
dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme 
pengaduan harus diinformasikan secarajelas nama petugas, nomor 
telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi. 

5. Identifikasi Produk Pelayanan 
Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 
pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau 
produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna 
layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
ditetapkan. Proses identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan 
berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan dari setiap tahap 
pelayanan. Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah yang 
menjadi "produk" dari suatu jenis pelayanan. 
Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. 
Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah daftar 
produk layanan yang dihasilkan dari setiap jenis pelayanan. 

pelanggan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola 
pelayanan. Penghitungan dua komponen biaya pelayanan ini 
penting dilakukan, untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang 

akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa biaya yang dibebankan 

pengelola. 
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Metode yang dapat digunakan dalam proses diskusi ini antar lain : 

1. Diskusi Group Terfokus ( f okus Group Discussion ) 
Metode ini diperguakan untuk melakukna pembahasan yang lebih 
mendalam terhadap materi rancangan standar pelayanan, bila 
dipandang perlu dengan mengundang narasumber ahli yang terkait 
dengan jenis pelayanan yang dibahas 

Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam forum 
pembahasan bersama adalah untuk menyelaraskan 
kemampuan penyelenggara pelayanan dengan 
kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, 
guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan, terutama 

menyangkut kemampuan yang dimiliki, meliputi: 
1. Dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk 

penyelenggaraan pelayanan; 
2. Pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan dari segi 

kualitas maupun kuantitas; 
3. Sarana, prasarana dan / atau fasilitas yang d.igunakan untuk 

menyelenggarakan pelayanan. 

B. Partisipasi Masyarakat Standar Pelayanan Publik 
Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan 
Publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak­ 

pihak terkait. 

... diisi nama jenis pelayanan 

... diisi hasil iden tifikasi 

... diisi hasil identifikasi 

... diisi hasil identifikasi 

... diisi hasil identifikasi 

... diisi hasil identifi.kasi 

... diisi hasil identifikasi 

... diisi hasil identifikasi 

1. J enis Pelayanan 
2. Dasar Hukum 
3. Persyaratan 
4. Prosedur 
5. Waktu Pelayanan 
6. Biaya/Tarif 
7. Produk 
8. Pengelolaan Pengaduan: 

Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan ini penting untuk 

memudahkan proses diskusi dengan masyarakat. Format yang 
dapat dipakai dalam membuat Rancangan Standar Pelayanan 

sebagai bahan diskusi antara lain: 
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A. Komponen Standar Pelayanan yanJ terkait de~an Proses 
Penvam.uaian Pelavanan ( service debverv l m.eliuu 

NO KOMPONEN URAIAN 
1. Persyaratan 1 ...... 

12 ...... 
3 dst .... 

2. Sistem Mekanisme ! ...... 
dan Prosedur 2 ...... 

3 dst .... 

Lolo 
No.Dokumen . ........... 

pem ab Standar Pelayanan 
Revisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - .... 

Tggl Efektif . . .. .. . . . . .. . . . 

2.dst. 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.................................................................... 
-··················----············--·-···········-··········-····· 

1. Gambaran Umum 

Selain itu, bagi penyelenggara pelayanan, Standar 
Pelayanan Publik sekurang- kurangnya memuat: persyaratan, 
prosedur, waktu, biaya dan produk pelayanan serta mekanisme 

pengaduan. 
Format Standar Pelayanan Publik yang dapat digunakan 

an tar a lain : 

Pada proses pembahasan dengan masyarakat, instansi 

penyelenggara pelayanan dapat mempertimbangkan pula 
komponen- komponen lain, seperti sarana dan prasarana, 
kompetensi pelaksana, mekanisme pengawasan internal, 
jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan 

keselarnatan pelayanan. 

2. Dengar Pendapat (Public Hearing) 
Metode ini dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta-fakta 
yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang 

sesungguhnya. Cara ini dilakukan dengan mengundang praktisi yang 
dipandang bisa mewakili publik untuk didengar pendapatnya. 
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3. J angka W aktu Pelayanan 1 ...... 
2 ...... 
3 dst .... 

4. Biaya / Tarif Sebutkan jika ada ( besarannya, dan dasar 
hukumnya ) 

5 Produk Pelayanan Sebutkan ...... 

6. Penanganan pengaduan, 1. Nama Petugas 
saran dan masukan 2. Kotak Saran 

3. Website 
4. Alamat Email / Fax 
5. Alamat Kantor dan No Tlp Kantor / Hp yang 

dapat dihubungi. 
6. Dst. 

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses 
nelavanan di internal Organisasi ( nianufacturine: l melii,uti: 

NO KOMPONEN URAIAN 
7. uasar Hukum 1. Undang - Undang 

2. Peraturan Pemerintah 
3. Peraturan Presiden 
4. Peraturan Gubernur 
5. Perda 
6. Perbup 
7. Keputusan ... 
8. dst 

8. Sarana,prasaranaa, 1. 
dan/ atau fasilitas 2. 

3. dst 

9. Kompeterisi Pelaksana 1. 
2. 
3. dst 

10. Pengawasan internal 1. 
2. 
3. dst 

11. Jumiafi pelaksana 1. 
2. 
3. dst 

12. Jaminan pelayanan 1. 
2. 
3. dst 

13. Jaminan keamanan 1. 
dan keselamatan 2. 
pelayanan 13. dst 

-18- 



Sebelum dilakukan Penetapan Standar Pelayanan, 
penyelenggara wajib membuat Berita Acara Pembahasan 
Standar Pelayanan. Pihak - Pihak yang terlibat dalam 
pembahasan wajib turut serta memberikan tanda tangan. 
Standar Pelayanan yang telah disepakati antara penyelenggara 
dan pengguna layanan kemudian ditetapkan oleh pimpinan 
penyelenggara pelayanan dengan Keputusan Kepala 
Penyelenggara Pelayanan Publik. Khusus untuk Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan Pelayanan Satu Pintu, 
Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

C. Penetapan Standar Pelayanan 

NAMA 
(Tanpa Gelar, Pangkat dan Nomor lnduk Pegawai) 

(*) Unsur Unsur dalam Standar Pelayanan dapat 
dikembangkan sesuai dengan jenis Pelayanan yang akan dibuat 
Standar. 

KEPALA .. (PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN 
LANG KAT, 

14. Evaluasi kinerja 1. 
Pelaksana 2. 

3. dst 
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NAMA 
(Tanpa Gelar, Pangkat dan Nomor Induk Pegawai) 

KEPALA .. (PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN 
LANG KAT, 

Ditetapkan di . 
pada tanggal . 

KEEMPAT: ; 
. . ; 
. . ; 
. . ; KESATU 

KEDUA 
KETIGA 

Menetapkan 
MEMUTUSKAN : 

1. Undang-undang . 
2. Peraturan Pemerintah . 
3. D st . 

Mengingat 

. . . . . . - - . 
c. bahwa . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
b. bahwa . 

a. bahwa . Menimbang 

KEPALA (PERANGKAT DAERAH ) KABUPATEN LANGKAT, 

KEPUTUSAN KEPALA (Perangkat Daerah ) KABUPATEN LANGKAT 
NOMOR TAHUN . 

TENT ANG 
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA 

(PERANGKAT DAERAH ) 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

LAMBANG 
DAE RAH 

Format Penetapan Standar Pelayanan Publik yang dapat 
digunakan an tara lain : 
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Nama 
Pangkat 
NIP 

Kepala Perangkat Daerah .. 
(Unit Pela.ksana Pelayanan) 

No NAMA PERWAKILAN TANDA TANGAN 
1 ........ Akademisi 
2 ........ Tokoh Agama 
3 ........ Tokoh Masvarakat 
4 ........ Masvarakat 
5 ........ Media 
6 ........ Kelurahan/ Desa 
7 ........ KepalaBidang/ 

Seksi/ Staf 
dst ........ . ......... 

Lokasi Kegiatan, . 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti sesuai 
dengan kesepakatan. 

Rapat pembahasan menyepakati Rancangan Standar 
Pelayanan .... (Unit Penyelenggara Pelayanan) untuk ditetapkan 
dalam Surat Keputusan Kepala .... (unit Penyelenggara Pelayanan) 
sebagai Standar Pelayanan di Lingkungan (Unit Penyelenggara 
Pelayanan), dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diadakan peninjauan Kembali. 

NO Jenis Lavan an 
1 ........ 
2 ........ 
. . ....... 

dst ········ 

Pada Hari ini , tanggal Bertempat di. , kami 
yangbertanda tangan dibawah ini telah melaksanakan rapat 
pembahasan penyusunan Standar Pelayanan di ..... (Unit 
Penyelenggara Layanan), dengan standar Pelayanan yang dibahas 
sebagai berikut: 

Nomor: . 

BERITA ACARA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

LAMBANG 
DAE RAH 

Format Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan Publik yang 

dapat digunakan antara lain: 
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E. Penetapan Maklumat Pelayanan 

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara 
diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. 
Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan 
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 
Standar Pelayanan. 

Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah: 
1. Pemyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan 

sesuai dengan Standar Pelayanan. 
2. Pemyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan 

melakukan perbaikan secara terus-menerus. 
3. Pernyataan kesediaan untuk meneri.ma sanksi, dan/atau memberi.kan 

Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan Standar 
Pelayanan dilakukan internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi 
diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh 
jajaran dalam instansi penyelenggara pelayanan. Sedangkan, 
sosialisasi perlu dilakukan untuk membangun pemahaman dan 
persamaan persepsi di lingkungan unit penyelenggara 
pelayanan.Proses internalisasi dan sosialisasi mi agar 
didokumentasikan oleh penyelenggara. 

Integrasi Standar Pelayanan Publik dalam manajemen 
penyelenggaraan pelayanan dilakukan sej ak tahap 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan. Integrasi ini 
bertujuan memastikan kebutuh penyelenggaraan Standar 
Pelayanan diakomodasi melalui Program dan anggaran, menjadi 
acuan pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan 
pelayanan, dan menjadi umpan balik dalam tahap perencanaan 
program dan anggaran berikutnya. 

D. Penerapan Standar Pelayanan Publik 
Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, 

selanjutnya siap diterapkan oleh Unit Pelayanan yang 

bersangkutan. Proses Penerapan Standar Pelayanan 1n1 

dilakukan Untuk melaksanakan Standar Pelayanan Publik 
terse but, harus diin tegrasikan ke dalam perencanaan program, 
kegiatan, dan anggaran unit pelayanan yang bersangkutan. 
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F. SISTEM INFORMASI PUBLIK 

Dala.m rangka memberikan dukungan informati terhadap 
penyelenggaraan pelayanan pu blik perlu diselenggarakan 
sistem informasi yang bersifat regional. Sistem informasi berisi 
semua informasi pelayanan publik yang berasal dari 
penyelenggara, diharapkan setiap organisasi penyelenggara 
pelayanan publik memiliki dan mengelola sistem inf ormasi di 
masing - masing unit kerjanya. 

Penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi 
yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non 
elektronik, sekurang- kurangnya meliputi: 
1. Profil Penyelenggara 
2. Profil Pelaksana 
3. Standar Pelayanan 
4. Data lnformasi Pelayanan 
5. Maklumat Pelayanan 

NAMA 

KEPALA .. (PERANGKAT DAERAH) 
KABUPATEN LANGKAT, 

Larigkat, 

MAKLUMAT PELAYANAN 
DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP 
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR 
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK 
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKS! SESUAI 
PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU" 

KOP NASKAH DINAS 
PERANGKAT DAERAH 

LAMBANG 
DAERAH 

Format Maklumat Pelayanan adalah sebagai berikut: 

Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan 

secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai 
media yang mudah diakses oleh masyarakat. 

kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. 
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memperhatikan pengaduan masyarakat serta kemungkinan 
replikasi inovasi pelayanan publik. 

melakukan perbaikan, perlu Dalam publik. pelayanan 
sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi evaluasi 

BAB IV 

PENUTUP 

Standar Pelayanan yang telah disusun perlu dilakukan 
perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan 

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, 
penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan 
kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous 
improvement). 

Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan 
membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar 
Pelayanan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi juga 
mempertimbangkan pengadaan pelayanan publik yang 
diperoleh serta basil dari Survei Kepuasan masyarakat. 

Metode yang dapat digunakan antara lain: analisis 
dokumen, survei, wawancara dan observasi. Survei dapat 
dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pemantuan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja 
pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam 
proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar 
Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan 
baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang 
menjadi faktor penghambat. 

6. Pengelolaan Pengaduan 
7. Call Center atau Nomor Telepon Pengaduan dan 
8. Penilaian Kinerja 

Si stem inf ormasi yang diberikan dapat diakses oleh masyarakat 
secara terbuka dan penyelenggara berkewajiban 
memperbaharui informasi pelayanan paling sedikit 6 ( enam ) 
bulan sekali. 
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1 005 

SYAH AFANDIN 

ttd 

Plt. BUPATI LANGKAT 
WAKIL BUPATI 

Penyelenggara wajib merubah Standar Pelayanan apabila 
terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, 
penerapan teknologi informasi, bisnis proses, dan perubahan 
lainnya. 

Penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Langkat dalam menyusun, menetapkan dan 
menerapkan Standar Pelayanan wajib berpedoman pada Peraturan 
Bupati ini. 

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan 
dilingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan 
oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam 
penyelenggaraan pelayanan pu blik. 
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